
BUPATI EMPAT LAWANG 

PERATURANDAERAHKABUPATENEMPATLAWANG 
NOMOR J2- TAHUN 2014 

TENTANG 

PERTANGGUNGJA WABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN·RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI EMPAT LA WANG, 

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuanPasal 184 ayat (1) Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Kepala 
Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan 
Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling 
lambat 6 (Enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 
Pertange1.mgj2.u.raban Pebksan~an APBD Kabupaten Ernpat Law2.ng Tahun 
Anggaran 2013. 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68 ; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia· Nomor 3312) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62 ; Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569) 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685); 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048): 

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997, tentang Bea Perolehan Hak atas 
Tanah dan Bangunan (Lembanm Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688); 

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara 
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesi:l Nomor 3851); 
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5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000, tentang Program Pembangunan 
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66; Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tal1un 2004 nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) tentang perubahan 
kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007, Tentang Pembentukan Kabupaten 
Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Negara Republik Indonesia 
Nomor 4677); 

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201 l 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 234); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118; Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

. 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah 
14. Peraturan Pemermtah No~or d . Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan 

(Lembaran Negara Repubhk In one:m . 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139), 

. . T hun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 
15. Peraturan Pemen~ta~ Nomor 24 a ta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

dan Keuangan P1mpman ~an Anggo. Tahun 2004 Nomor 90; Tambahan 
(Lembaran Negara Republ~k Ind;nes1~ Nomqr 4416) sebagaimana telah 
Lembaran Negara Repubhk In onesrn . tah Nomor 21 Tahun 2007 
diubah terakhir dengan ~eraturan ~er~r~n 2007 Nomor 41, Tambahan 

. (Lembar'an Negara Repubhk Indon~srn a un . 
Lembadn Negara Republik Indonesia Nomor 4712), 

. ahun 2005 tentang Standar Akuntansi 
16. Peraturan Pemenntah Nomor 2_4 I blik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

Pemerintahan (Lembaran Negara R epubl'k Indonesia Nomor 4503); 
140; Tambahan Lembaran Negara epu 1 



17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4576); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
.Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4578); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 
dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
nomor 4614); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan 
Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 
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24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor .13 Tahun 2006 beberapa kali, 
terakhir tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 
2011; tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan K.euangan Daerah; 

25. Peraturan Daerah Nd.mor 39 Tahun 2008, tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Empat Lawang; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 01 Tahun 2013, 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013; 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KABUP ATEN EMP AT LAW ANG 

Menetapkan 

Dan 

BUPATI EMPATLAWANG 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013. 

BABI 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Kabupaten adalah Kabupaten Empat Lawang 
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Empat lawang 
3. Bupati adalah Bupati Empat Lawang 
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Empat Lawang 
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah Rencana Keuangan 

Tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah 
Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah 

Pasal 2 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat: 
a. Laperan Realisasi Anggaran ; 
b. Neraca; 
c. Laporan Arns Kas ; dan 
d. Catatan Atas Laporan Keuangan. 

Pasal 3 

· Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a 
tahun 2013 sebagai berikut: 

a. Pendapatan ............................................ .. Rp. 664.268.455.082,40 
b. Belanja ................................................. ... Rp. 654.246.912.035,74 

Defisit/Surplus Rp 10.021.543.046,66 

c. Pembiayaan 
■ Penerimaan .............................. ... Rp. 73.714.505.926,93 
■ Pengeluaran ............................... .. Rp. 4.000.000.000,00 

Pembiayaan Netto Rp. 69.714.505.926,93 



Pasal 4 

Uraian Laporan Realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut: 

(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah 
Rp. (61.290.599.455, 15) dengan rincian sebagai berikut : 
a. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp.725.559.054.537,55 

b. Realisasi Rp. 664.268.455.082,40 
Selisih Iebih / (kurang) Rp. (61.290.599.455, 15) 

(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah 
Rp. (146.649.344.117,74) dengan rincian sebagai berikut: 
a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 800.896.256.153,48 
b. Realisasi Rp. 654.246.912.035,74 

Selisih lebih / (kurang) Rp.(146.649.344.117,74) 
', 

(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus I defisit sejumlah Rp. 
85.358.744.662,59 dengan rincian sebagai berikut: 
a. Defisit setelah Perubahan Rp. (75.337 .201.615,92) 
b. Realisasi Surplus Rp. 10.021.543.046,66 

Selisih lebih / (kurang) Rp. 85.358.744.662,59 

( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan 
Rp. (5.622.695.689,00) dengan rincian sebagai berikut: 

sejumlah 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan 
setelah Perubahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih / (kurang) 

Rp. 79.337.201.615,93 
Rp. 73.714.505.926,93 
Rp. (5.622.695.689,00) 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan 
Rp. 00 dengan rincian sebagai berikut : 

sejumlah 

a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan 
setelah Perubahan 

b. Realisasi 
Selisih lebih / (kurang) 

Rp. 4.000.000.000,00 
Rp. 4.000.000.000,00 
Rp. 00 

( 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan 
(5.622.695.689,00) dengan rincian sebagai berikut : 

netto sejumlah 

a. Anggaran Pembiayaan Netto 
setelah Perubahan 

b. Realisasi 
Selisih Iebih / (kurang) Rp. 

Rp. 75.337.201.615,93 
Rp. 69.714.505.926,93 

(5.622.695.689,00) 
Pasal 5 

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf b per 31 Desember 
Tahun 2013 sebagai berikut : 
a. Jumlah Aset 
b. Jumlah Kewajiban 
c. Jumlah Ekuitas Dana 

Pasal 6 

Rp. 1.186.605.778.752,98 
Rp. 112.196.994,00 
Rp. 1.186.493.581.758,98 

Laporan Arns Kas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c untuk Tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut: 
a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2013 Rp. 73.879.349.292,09 
b. Arus Kas Dari Aktivitas Operasi Rp. 255.512.641.721,52 
c. Arus Kas Dari Aktivitas Investasi 



iiltlllll ____________ ......... --------··· -------------------., 

Aset Non Keuangan 
d. Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan 
e. Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran 
f. Saldo Kas Akhir per 31 Desember 

Tahun 2013 

Pasal 7 

Rp (245.491.098.674,86) 
Rp. (4.000.000.000,00) 
Rp. 00 

Rp. 79.874.458.535,59 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf d 
Tahun Anggaran 2013 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun 
kualitatif atas pos pos Laporan Keuangan. 

Pasal 8 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 
2 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini. 

Pasal 9 

Bupati Empat Lawang menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari 
Pertanggungjawabah Pelaksanaan APBD. 

Pasal 10 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
Empat Lawang. 

Diundangkan di Tebing Tinggi 
pada tanggal /~ A-CU[TUt' 2014 

El'i~~IUS DAERAH 
~.EMPATLAWANG, 

Ditetapkan di T 
pada tanggal I 2014 

KABUPATEN EMPAT LA WANG TAHUN 20114 NOMOR I J.. 


